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AbstrakPembangunan Daerah adalah bagian dariupaya pembangunan nasional yangmemiliki dimana tujuannya adalah untukmeningkatkan kapasitas pemerintahandaerah dalam memberikan pelayananyang optimal kepada masyarakat danjuga meningkatkan kemampuan daerahdalam pengelolaan sumberdaya ekonomisecara efisien dan efektif demi kemajuandaerah dan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mencaribagaimana cara menilai efektifitaspenyaluran Alokasi Dana Desa daripemerintah Kabupaten Bojonegorokepada pemerintah Desa yang meliputiperencanaan, pencairan dana, hinggapemanfaatan Alokasi Dana Desa diwilayah desa terkait, dan bagaimana caramenilai tingkat pertumbuhanpembangunan ekonomi antar desa dandisparitas (kesenjangan) pembangunanekonomi antar wilayah di tingkat Desadengan proksi pada tingkat Kecamatan.Data yang digunakan dalam penelitian iniadalah data sekunder yang berasal dariBadan Pusat Statistik (BPS) KabupatenBojonegoro, Data Alokasi Dana Desa dariBadan Pemberdayaan Masyarakat danPembangunan Desa (BPMPD) KabupatenBojonegoro, serta Data Monografi Desa,ada empat desa dari berbagai kecamatandi wilayah Bojonegoro. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa penyaluranAlokasi Dana Desa di empat desatersebut belum mencapai efektifitas yangoptimal. Hal tersebut dapat dilihat darimasih adanya kesenjangan (disparitas)

pembangunan ekonomi antar wilayahkecamatan dan cenderung memiliki nilaiIndeks Williamson dari tahun 2014hingga tahun 2018 mendekati nilai 1(satu). Melalui analisa Klassn Typologydapat diketahui bahwa hasil daripembangunan ekonomi selama tahun2014 hingga tahun 2018, dari 28kecamatan di Kabupaten Bojonegoro,Jawa Timur hanya beberapa daerah yangtermasuk dalam kategori daerah cepatmaju dan cepat tumbuh.
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa,Pemberdayaan. Pembangunan

EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND
ALLOCATION DISTRIBUTION IN FOUR
VILLAGES IN BOJONEGORO DISTRICT

Abstract
Regional Development is part of the
national development effort which has the
purpose of which is to increase the
capacity of regional government in
providing optimal services to the
community and also to increase the ability
of the region to manage economic
resources efficiently and effectively for the
advancement of the region and the
welfare of the community. This study aims
to find out how to assess the effectiveness
of the distribution of Village Fund
Allocation from the Bojonegoro Regency
government to the village government
which includes planning, disbursement of
funds, to the utilization of Village Fund
Allocation in related village areas, and
how to assess the level of economic
development growth between villages and
disparities ( gap) economic development
between regions at the village level with
proxies at the district level. The data used
in this study are secondary data from the
Central Statistics Agency (BPS) of
Bojonegoro Regency, Village Fund
Allocation Data from the Community
Empowerment and Village Development
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Agency (BPMPD) of Bojonegoro Regency,
and Village Monographs Data, there are
four villages from various sub-districts in
Bojonegoro region. The results of this
study indicate that the distribution of
Village Fund Allocation in the four villages
has not yet reached optimal effectiveness.
This can be seen from the still disparity
(disparity) of economic development
between sub-districts and tends to have a
value of the Williamson Index from 2014
to 2018 close to 1 (one). Through the
Klassn Typology analysis, it can be seen
that the results of economic developmentduring 2014 to 2018, from 28 sub-districts in Bojonegoro Regency, EastJava, only a few regions were included inthe fast-growing and fast-growingregions.
Keywords: Village Fund Allocation,Empowerment. Development
A. PENDAHULUANSebelum pelaksanaan otonomidaerah, sistem kebijakan fiskalmenyangkut transfer PemerintahPusat kepada Pemerintah Daerah,yaitu berbentuk Sumbangan DaerahOtonom (SDO) dan INPRES.Sedangkan saat ini menurut UUNomor 25 tahun 1999, penerimaandaerah terdiri dari a) PendapatanAsli Daerah (PAD) yang umumnyabersumber dari pajak daerah,retribusi dan laba BUMD; b) DanaPerimbangan yang terdiri atas DanaBPHTB, Dana Alokasi Umum (DAU)dan Dana Alokasi Khusus (DAK); c)Pinjaman Daerah.Tujuan umum dari kebijakanotonomi daerah/desentralisasi iniadalah memberi peluang dan

kesempatan bagi terwujudnyapemerintah yang baik dan bersih(clean and good governance) didaerah, yang berarti pelaksanaantugas pemerintah daerah harusdidasarkan atas prinsip efektif,efisien, terbuka, dan akuntabel.Pemilihan lokasi penelitian diBojonegoro berdasarkan beberapahal, diantaranya adalah bahwabentuk Desa di Bojonegoro masihterjaga hingga kini, walaupun jamanbergerak menjadi lebih modern.Kedua, Kabupaten BojonegoroPropinsi Jawa Timur merupakansalah satu kabupaten yang memilikitingkat pertumbuhan yang rendahdan juga ada beberapa desa yangmasih termasuk ke dalam desatertinggal di Indonesia.Berlandaskan masalah di atas,agar pelaksanaan tugas yangdiserahkan kepada desa dapatdilaksanakan secara efektif, efisien,terbuka, dan akuntabel, gunamencapai tujuan pemberdayaanpemerintah dan masyarakat desa,maka perlu dilakukan suatu upayayang sistematis dalam menentukanurusan dan kewenangan yangdiserahkan, berdasarkanprinsipprinsip pengaturan tentangdesa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya.
B. TEORI (Literature Review)
1. Kebijakan Otonomi Daerah

(Desentralisasi)Kebijakan otonomi daerahmerupakan kebijakan yangmenggeser dominasipenyelenggaraan kepemerintahan
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dari pusat ke daerah. Pergeseran inimemberikan peluangdan sekaligustantangan bagi daerah untukmeningkatkan kualitaspenyelenggaraan kepemerintahaanyaserta meningkatkan akselerasipembangunan didaerahnya. Tujuanumum dari kebijakan otonomidaerah/desentralisasi sebagaimanatersirat dalam Undang-Undang No.32Tahun 2004 adalah a) memberipeluang dan kesempatan bagiterwujudnya pemerintah yang baikdan bersih (clean and goodgovernance) di daerah dalampelayanan publik, yang berarti tugaspemerintah daerah harus didasarkanatas prinsip efektif, efisien, terbuka,dan akuntabel; b) meningkatkankesejahteraan rakyat dengan selalumemperhatikan kepentingan danaspirasi yang tumbuh dalammasyarakat; c) menjamin keserasianhubungan antara daerah satu dengandaerah lainnya, artinya mampumembangun kerjasama antar daerahdengan daerah lainnya untukmeningkatkan kesejahteraanbersama dan mencegah ketimpanganantar daerah; d) menjamin hubunganyang serasi antara daerah denganpemerintah, artinya harusmampu memelihara dan menjagakeutuhan wilayah Negara dan tetaptegaknya Negara Kesatuan RepublikIndonesia dalam rangka mewujudkantujuan Negara; e) meningkatkan dayasaing daerah untuk mendukungekonomi nasional

2. Efektivitas Pengalokasian Dana
DesaMenurut Nick Devas (1989)prinsip-prinsip dasar pengelolaankeuangan daerah yang mengalamiperubahan paradigma seiring denganpencanangan konsep “good

governance” dalam penyelenggaraanpemerintahan, adalah a)Transparansi dimana adanyaketerbukaan pemerintah (birokrasi)di dalam proses pembuatan kebijakantentang keuangan daerah, sehinggapublik dan DPRD dapat mengetahui,mengkaji, dan memberikan masukanserta mengawasi pelaksanaankebijakan publik yang berkaitandengan keuangan daerah atau APBD;b) efisien dimana pengelolaankeuangan daerah harus didasarkansuatu pemikiran bahwa setiappengeluaran anggaran daerah harusdiupayakan seefisien mungkin, gunamenghasilkan output yang memadai.Penghematan anggaran sangatdiperlukan dalam rangka mencapaiefisiensi. Dengan anggaran yang adaPemda harus mencapai targetminimal. Dengan kata lain, standarpelayanan minimal merupakan targetyang harus dicapai sesuai proporsibiaya yang ditetapkan; c) efektifdimana dalam proses pelaksanaankebijakan keuangan daerah (APBD),pengelolaan anggaran haruslah tepatsasaran. Selama ini Pemda seringtidak mempedulikan apakah sasaranyang hendak dicapai dari anggaranbelanja tepat atau tidak, yang pentingrealisasi anggaran sesuai rencana danhabis terpakai. Pemikiran seperti inibertentangan dengan pendekatan
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anggaran kinerja yang berorientasihasil atau output; d) akuntabilitasdimana dalam pengelolaan keuangandaerah dituntut adanyapertanggungjawaban kepada publicyang dapat dilakukan secarainstitusional kepada DPRD. DPRDyang akan menilai apakah kinerjapemda dalam mengelola keuangandaerah atau APBD baik atau burukdengan menggunakan kriteria atautolok ukur sesuai apa yangdirencanakan semula; e) partisipatifdimana peran serta publik secaralangsung maupun tidak langsungdalam pengelolaan keuangan daerahharus dijamin. Kebijakanpembangunan dalam anggarandaerah (APBD) juga harusmengakomodasikan aspirasi publikdan mengikutsertakan masyarakatsecara langsung
3. Penentuan Sektor Basis Dalam

Ekonomi Regional Dengan
Analisa ”Location Quotient”Mengukur suatu sektor apakahmenjadi basis atau tidak,dipergunakan Location Quotient

Analysis, yaitu suatu perbandinganrelatif kemampuan suatu sektordalam wilayahyang ingin di analisa.Analisa LQ akan menunjukkan tingkatkeunggulan relatif kegiatan lapanganusaha di suatu wilayah dandigunakan juga untuk mengetahuikemampuan daerah dalam kegiatansektor tertentu. Location Quotient
Analysis mempunyai kelebihan dankekurangan. Kelebihannya LQmemiliki konsep yang sederhana danmudah diterapkan, sedangkankekurangannya adalah penambahan

unit lokasi harus disesuaikan denganpenentuan kegiatan basis dan nonbasis, model ini kurang bisadiandalkan jika wilayah lebih luas(Richardson, 1997).Dalam teori basis ekonomi(economic base) dikemukakan bahwasebuah wilayah merupakan sebuahsistem sosio-ekonomi yang terpadu.Teori inilah yang mendasari 22pemikiran teknik Location Quotient(LQ), yaitu teknik yang membantudalam menentukan kapasitas eksporperekonomian daerah dan derajatkeswasembadaan (Self-sufficiency)suatu sektor. Ada dua kerangkakonseptual pembangunan daerahyang dipergunakan secara luas yaknikonsep basis ekonomi, teori basisekonomi beranggapan bahwapermintaan terhadap input hanyaakan meningkat melalui perluasanpermintaan terhadap output yangdiproduksi oleh sektor basis (ekspor)dan sektor non basis (lokal) (Azis,1994). Konsep kedua beranggapanbahwa perbedaan tingkat imbalan(rate of return) diakibatkan olehperbedaan dalam lingkungan atauprasarana, dari pada diakibatkanadanya ketidakseimbangan rasiomodaltenaga. Dalam konsep ini,daerah terbelakang bukan karenatidak beruntung atau kegagalan pasar,tetapi karena produktivitasnyarendah. Namun tak banyak studiempirik yang mempergunakankonsep kedua ini, disebabkankelangkaan data. Data yang lazimdipergunakan dalam studi empirikadalah metode Location Quotient (LQ).
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C. METODESubyek dari penelitian iniadalah Efektifitas penyaluran alokasidana desa yang berlokasi di WilayahBojonegoro dengan berfokus empatdesa di kecamatan Sumberrejokabupaten Bojonegoro denganrentang waktu penelitian sesuai padaperiode yang disesuaikan pada tahunanggaran 2019.Perhitungan Alokasi Dana Desaberdasarkan rumus penentuanbesarnya ADD yang telah ditetapkanoleh Surat Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005secara lengkap dilampirkan padalampiran 7. Berikut adalah rumusyang digunakan dalam penentuanbesarnya ADD setiap Desa.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas Penyaluran Alokasi

Dana Desa (ADD) di Kabupaten
BojonegoroAda beberapa prosesPenyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)di Kabupaten Bojonegoro antara lainadalah sebagai berikut a) prosespenentuan alokasi dana desa per desadimana program pelaksanaan AlokasiDana Desa (ADD) di KabupatenBojonegoro dilandasi dengan adanyaPeraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang Undang Nomor6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 157)dan juga Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014tentang Dana Desa Yang BersumberDari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor 88). Untuk menentukanbagian ADD yang diterima merata(ADDM), dihitung sebesar 60% darinilai Bagian Dana Perimbangan.Sedangkan bagian ADD yang diterimaproporsional (ADDP), dihitungsebesar 40% dari nilai Bagian DanaPerimbangan. Penentuan ADDM danADDP menggunakan data jumlahdesa se Kabupaten Bojonegoro yangjumlahnya 419 Desa, dan jumlahDusun (Banjar Dinas) se-KabupatenBojonegoro sebanyak 1.299 BanjarDinas; b) proses penyaluran alokasidana desa dimana proses yang akandilakukan sehubungan denganpenyaluran ADD dimulai dengandiadakannya forum MusyawahPerencanaan Pembangunan Desa(Musrenbangdes) sebagai wadahberhimpunnya semua elemen yangada di masyarakat, dalammenentukan Rencana PengalokasianDana ADD pada tahun tersebut.Musyawarah Desa ini dihadiri olehperwakilan Kecamatan, PerangkatDesa, baik Desa Dinas maupun DesaAdat. Selain memutuskan programyang akan dilakukan, jugamenentukan Petugas PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK)dan Petugas Penanggung JawabAdministrasi Kegiatan (PJAK), sertaPanitia Pelaksana PengelolaanAlokasi Dana Desa/Kelurahan(ADD/K). Hasil dari pertemuan ini
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akan disampaikan kepada Kecamatanuntuk dipergunakan sebagaipembanding laporan hasil kerja yangdilakukan setelah dana ADD diterimadan dipergunakan. Proses “BottomUp” dalam penentuan penggunaanAlokasi Dana Desa (ADD) dimulai dariPemerintah Desa dan LembagaKemasyarakatan yang menyusunProgram Perencanaan dan AnggaranPenggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)dalam tahun anggaran berjalan,melalui proses perencanaanpartisipatif pada MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa(Musrenbangdes). Proses “TopDown” yang dilakukan olehPemerintah Daerah melalui BadanPemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa (BPMPD), yaitubadan di bawah Pemerintah DaerahTingkat II Kabupaten Bojonegoroyang bertugas untuk melakukan

perhitungan pembagian Alokasi DanaDesa (ADD) sesuai dengan formulasiyang diberikan dalam Surat EdaranMenteri Dalam NegeriNo.140/640/SJ, tanggal 22 Maret2007 perihal “Pedoman Alokasi DanaDesa dari PemerintahKabupaten/Kota kepada PemerintahDesa” sebagai acuan bagi daerahberdasarkan asas merata dan adil.Asas merata adalah besarnya bagianADD yang sama untuk setiap desa,atau Alokasi Dana Desa Minimal(ADDM), sedangkan asas adil untuksetiap desa berdasarkan nilai bobotdesa yang dihitung dengan rumusdan variable tertentu (misalnyaVariabel Kemiskinan,Keterjangkauan, Pendidikan,Kesehatan, dll) atau disebut sebagaiAlokasi Dana Desa Proporsional(ADDP).;
Tabel 1. Penerimaan Alokasi Dana Desa di Empat Desa, Kecamatan SumberrejoKabupaten Bojonegoro – Jawa Timur, Tahun 2016 - 2018

Sumber: Olah Data BPS
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c) proses penggunaan Alokasi DanaDesa dimana penggunaan danaAlokasi Dana Desa (ADD) akandialokasikan untuk kegiatanpemberdayaan masyarakat sebesar70%, sedangkan yang dipergunakanuntuk operasional pemerintahandesa adalah 30%. Untuk pembiayaanBadan Perwakilan Desa (BPD) danayang dialokasikan nilainya sebesar22% dari nilai dana operasionalpemerintahan desa. Untuk menilaiapakah pengalokasian Alokasi DanaDesa (ADD) berhasil atau tidak,digunakan beberapa indikator, yaituberkurangnya jumlah pendudukmiskin dan meningkatnya aktivitasmereka dalam kegiatan ekonomi,berkurangnya pengangguran karenatumbuhnya lapangan kerja dipedesaan, meningkatnya pelayananmasyarakat dan berfungsinyalembaga kemasyarakatan sebagaimitra kerja pemerintahan desa,terbentuknya Badan Usaha MilikDesa (BUMDesa) dan meningkatnyaPendapatan Asli Desa (PAD), angkakesakitan/kematian DBD/malaria/GEdan berfungsinya posyandu danPolindes/Poskesdes di semua desa,tingkat kematian ibu, tingkatkematian bayi/anak, angka gizi buruk,terbentuknya lembaga pendidikan diluar sekolah dan meningkatnyaprestasi siswa, meningkatnyaperan serta masyarakatdalam system keamanan lingkungan,terciptanya pemerataanpembangunan dan berkembangnyalingkungan terpencil, terbangun danterpeliharanya infrastruktur dansarana/prasarana umum di pedesaan,

semaraknya peranan perempuandalam pembangunan melalui aktifitaskegiatan ekonomi produktif,meningkatnya swadaya gotong-royong dan terlaksananya bulanbhakti gotong royong masyarakat,berkembangnya teknologi tepat gunadi pedesaaan dan meningkatnyaupaya pelestarian lingkungan hidup.Pembagian penggunaan dana ADD didesa Margoagung tahun 2016–2018dibagi menjadi dua aspek yaitu aspekpertama tentang pembiayaan yangdapat menggerakkan ekonomi desa,tahun pertama sebesar 68%, tahunkedua sebesar 59%, dan tahun ke tigasebesar 55% dari dana ADD yangsudah dianggarkan sebesar 70%untuk dana pembangunan desa, sertaaspek kedua tentang pembiayaanoperasional yang kurangmenggerakkan ekonomi desa, padatahun pertama sebesar 32%, tahunkedua sebesar 41%, dan pada tahunke 3 sebesar 45% yang diperoleh daridana pembangunan desa.; d) AlokasiDana Desa (ADD) KabupatenBojonegoro dan Permasalahannyadimana sesuai dengan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri No.140/640/SJTanggal 22 Maret 2007 perihal“Pedoman Alokasi Dana Desa dariPemerintah Kabupaten/Kota kepadaPemerintah Desa”. Dengan adanyaaliran ADD pembangunan untukmembangkitkan ekonomi desa dansumber daya manusia dapat berjalan.Pemanfaatan ADD sudah diaturdalam Peraturan Bupati masing-masing Kabupaten, dimana 70% daritotal ADD yang diterima oleh daerahharus dimanfaatkan untuk
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pemberdayaan masyarakat desa,sementara 30% dari ADD untukoperasional Badan Perwakilan Desa(BPD), serta di kantor desa danperangkat desa termasuk sekretariatKelian Banjar Dinas. Dari jumlah dana30% untuk operasional, 25%bagiannya untuk operasional BPDdan 75% bagiannya untukoperasional di perbekelan dan banjardinas. Sehingga pembangunan Desadan pemberdayaan masyarakat harussinergis dengan penanggulangankemiskinan.
2. Penentuan Sektor Basis

Kabupaten BojonegoroDari perhitungan terhadapProduk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga konstan2000 menurut lapangan usaha tahun2014-2018 dari 28 kecamatan yangada di Kabupaten Bojonegoro.Dengan menggunakan rumus di LQ(Location Quotient), diperoleh hasilindeks LQ sebagaimana yangtercantum pada Analisis LQmenunjukkan bahwa KabupatenBojonegoro memiliki satu nilai LQyang menjadi unggulan dari beberapasektor lapangan usaha. Selain ituterdapat sektor-sektor yang bukanmerupakan unggulan. Adapun sektor-sektor lapangan usaha yang dimilikioleh Kabupaten Bojonegoro dapatdilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient Kabupaten Bojonegoro

Sumber: Olah Data PDRB Kabupaten Bojonegoro dari BPS Kabupaten Bojonegoro, JawaTimur Tahun 2014-2018
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Dari tabel 2 tentang hasilperhitungan analisis Location
Quotient di Kabupaten Bojonegorodapat dilihat bahwa sektor lapanganusaha yang paling unggul adalahsektor pertambangan dan penggaliantetapi dalam setiap kecamatan yangada di Kabupaten bojonegoromemiliki sektor usaha yang menjadiunggulan, maka kebijakanpembangunan dan pengembangansektoral perekonomian di daerahhendaknya lebih memprioritaskansektor unggulan yang dimiliki olehmasing-masing kecamatan. Meskipundemikian, sektor lainnya tetapmendapat perhatian secaraproporsional sesuai dengan potensidan peluang pengembangannya.Pengembangan sektor unggulanhendaknya diarahkan pada upayauntuk menciptakan keterkaitan antardaerah-daetah yang ada di KabupatenBojonegoro. Salah satu upaya yangdapat ditempuh adalah melaluipenciptaan spesialisasi yangmemungkinkan bergeraknyaperekonomian secara bersama-samamelalui proses pertukarankomoditas. Selain itu, masihdibutuhkan analisis lanjut untukmengukur tingkat spesialisasi antarkecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
3. Kesenjangan (Disparitas)

Pembangunan Ekonomi Antar
WilayahPerbandingkan tingkatpertumbuhan wilayah padakabupaten Bojonegoro adalah antarwilayah Desa, karena yang akandiamati adalah tingkat disparitaspembangunan antar desa padatahun

sebelum ada program Alokasi DanaDesa, pada saat telah diterapkannyaprogram Alokasi Dana Desa.Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) di Kabupaten Bojonegoro AtasDasar Harga Konstan 2000, Tanpa Migas2014-2018
PDRB Di Bojonegoro

Tahun PDRB2014 Rp 26,155,075.672015 Rp 28,768,896.632016 Rp 31,654,949.272017 Rp 34,324,655.232018 Rp 37,154,007.12Sumber: BPS Kabupaten BojonegoroJawa Timur 2019Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) di KabupatenBojonegoro diatas dapat diketahuibahawa dengan mengukur adanyaketimpangan atau disparitas antardesa diharapkan dapat diketahuibahwa jika perlakuan yang diberikanoleh pemerintah daerah KabupatenBojonegoro dalam hal pemberianAlokasi Dana Desa kepada keempatDesa, yaitu Desa jatigede, Desa
karangdowo, Desa Margoagung dan
Desa Mejuet sama, maka seharusnyatingkat disparitas pembagunan Desarelatif kecil. Akan tetapi karena dataPDRB yang dibutuhkan tidak ada diBPS, maka sulit untuk mendapatkanPDRB setingkat Desa. Yang palingrendah hanya sampai tingkatKabupaten.
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Tabel 4. Jumlah Penduduk di KabupatenBojonegoro 2014-2018

Sumber: BPS Kabupaten BojonegoroJawa Timur 2019Dengan menggunakan formulasiIndeks Williamson, data dari Tabel 3dan Tabel 4 dapat dimasukkan kedalam formula tersebut. Hasil dariperhitungan tersebut merupakanIndeks Williamson KabupatenBojonegoro dari 2014-2018, yangdirangkum dalam Tabel 4.8.Tabel 5. IndeksWilliamson KabupatenKarangasem Tahun 2014–2018Tahun Indeks2014 0,912015 0,692016 0,662017 0,592018 0,61Rata-Rata (Iw) 0,69Sumber: Olah data PDRB dari BPSKabupaten Bojonegoro Jawa Timur2014-2018

pertumbuhan ekonomi, tampakadanya keseimbangan antar daerahdan disparitas berkurang secarasignifikan.Indeks Williamson dapatdigunakan untuk melihatketimpangan atau disparitas antarwilayah yang dihitung. Jika nilai Iwmendekati angka 1 berarti terjadidisparitas yang tinggi (sangattimpang) pada wilayah tersebut,sedangkan jika nilai Iw mendekati 0berarti pembangunan yang terjadipada wilayah tersebut sangat merata(tidak timpang).Tabel 6. Grafik Indeks WilliamsonKabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018

Sumber: Olah data BPSDari hasil perhitungan nilaiIndeks Williamson yang dintunjukkanpada gambar 4.2 tentang GrafikIndeks Williamson KabupatenIndeks Williamson menelitihubungan antara disparitas regionaldengan tingkat pembangunanekonomi. Ditemukan bahwa selamatahap awal pembangunan, disparitasregional menjadi lebih besar danpembangunan terkonsentrasi didaerah-daerah tertentu. Pada tahapyang lebih “matang”, dilihat dari

Bojonegoro Tahun 2014-2018 diatasdipat diketahui bahwa gambartersebut menunjukkan selama limatahun nilai indeks-nya mengalamipenurunan yaitu pada tahun pertamanilai indeks-nya 0,91, tahun kedua0,69 tahun ketiga 0,66, tahunkeempat 0,59, dan pada tahun kelimanilai indeks-nya mengalami kenaikan

Data Penduduk di kab. BojonegoroTahun Jumlah Penduduk2014 28586262015 2809162016 29023782017 29050862018 2499156
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yaitu 0,61. Nilai yang diperoleh dariperhitungan mendekati nilai 1sehingga dapat dikatakan terjadiketimpangan (disparitas)pembangunan antar kecamatandalam Kabupaten Bojonegoro tetapicenderung menurun angka indeks-nya dari tahun ke tahun.Disparitas pendapatan antardaerah merupakan topik yang perluanalisa ulang, karena disparitasmerupakan suatu hal yang dapatmenghambat pembangunan daerahkhususnya dan pembangunannasional pada umumnya. Dari IndeksWilliamson dapat dilihat bahwaterjadi proses disparitas ataukesenjangan yang terjadi disetiaptahunnya, sesuai dengan teori kurvaketimpangan pembangunan antarwilayah yang berbentuk “U” terbalik(reserve U-shaped curve). Padapermulaan proses pembangunansuatu wilayah, dalam hal iniketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Bojonegorocenderung meningkat. Proses iniakan terjadi sampai ketimpangantersebut mencapai titik puncak.Setelah itu, apabila prosespembangunan terus berlanjut, makasecara perlahan ketimpanganpembangunan antar wilayah tersebutakan menurun. Perhitungan daritahun 2014 hingga 2018 diperolehangka-angka sebagai berikut :Iw2014 = 0.91, Iw2015 = 0,69,Iw2006 = 0,66, Iw2017 = 0.59,Iw2018 = 0.61.Faktor-faktor utama yangmenjadi penyebab atau pemicuterjadinya ketimpangan

pembangunan antar Desa yang ada dikecamatan Sumberejo KabupatenBojonegoro, diantaranya dikarenakana) adanya perbedaan kondisidemografis yang cukup besar antardaerah, yang meliputi perbedaantingkat pertumbuhan dan strukturkependudukan, perbedaan tingkatpendidikan dan kesehatan,perbedaan kondisi ketenagakerjaandan perbedaan dalam tingkah lakudan kebiasaan, serta etos kerja yangdimiliki masyarakat daerahbersangkutan. Perbedaan kondisidemografis tersebut dapatmempengaruhi produktivitas kerjamasyarakat pada daerahbersangkutan; b) adanya perbedaanyang sangat besar dalam kandungansumberdaya alam pada masing-masing desa. Perbedaan kandungansumberdaya alam dan tingkatkesuburan lahan akan mempengaruhiupaya-upaya untuk mendorongpembangunan pertanian padamasing-masing daerah, diantaraempat desa yang diteliti; c)pembangunan daerah melaluipeningkatan penyediaan lapangankerja dan tingkat pendapatanmasyarakat. Demikian pulasebaliknya bilamana, konsentrasikegiatan ekonomi pada suatu daerahrelatif rendah yang selanjutnya jugamendorong terjadi pengangguran danrendahnya tingkat pendapatanmasyarakat setempat; d)terkonsentrasinya kegiatan ekonomiyang cukup tinggi pada wilayahtertentu jelas akan mempengaruhiketimpangan pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi
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daerah akan cenderung lebih cepatpada daerah dimana terdapatkonsentrasi kegiatan ekonomi yangcukup besar. Kondisi tersebutselanjutnya akan mendorong prosesInvestasi merupakan salah satu yangsangat menentukan pertumbuhanekonomi suatu daerah. Jika sistempemerintahan yang dianut adalahotonomi atau federal, maka danapemerintah akan lebih banyakdialokasikan ke daerah sehinggaketimpangan pembangunan antarwilayah akan cenderung lebihrendah. Investasi swasta perlu ditarik,tetapi swasta baru akan maumenginvestasikan dananya jika iklimusaha di daerah tersebut kondusif; e)adanya keseriusan upaya pemerintahpusat maupun daerah dalam rangkapenanggulangan ketimpanganpembangunan antar daerah dalamsuatu negara atau wilayah.Pemerintah perlu fokus di satu halkekuatan dari masing masing Desa,agar dapat terjadi penguasaan bidangtersebut dengan dukungan daripemerintah pusat atau daerah; f)pelaksanaan otonomi desa dandesentralisasi pembangunan desajuga dapat digunakan untukmengurangi tingkat ketimpanganpembangunan antar wilayah. Karenadengan adanya otonomi desa dandesentralisasi pembangunan, makaaktifitas pembangunan daerah,termasuk daerah terbelakang akandapat lebih digerakkan karena adawewenang yang berada padapemerintah daerah dan masyarakatsetempat. Pemanfaatan ADD dalamhal ini sangat membantu

mempercepat turunnya disparitastersebut, tentunya denganpemanfaatan dana yang tepat sasaran.Dengan melakukanpembenahan terhadap keenam faktoryang ada, diharapkan disparitaspembangunan antar wilayah dapatdikurangi sehingga menjadi meratapembangunannya.
4. Analisis Klassen Typology

Kecamatan Di Kabupaten
Bojonegoro Jawa TimurPada analisa tipologi klassen,data yang dibutuhkan adalah dataBPS tentang laju pertumbuhan PDRBuntuk tiap kecamatan dalamKabupaten Bojonegoro – Provinsijawa Timur dalam kurun waktu tahun2014-2018. Lebih lanjut, untukmenilai laju pertumbuhan terhadapmasing-masing kecamatan dapatdigolongkan menjadi 4 kuadran yaitukuadran 1 jika cepat maju dan cepattumbuh, kuadran 2 jika berkembangcepat, kuadran 3 jika maju tetapitertekan, serta kuadran 4 jika relativetertinggal. Hasil daripengelompokkan data-data tersebutkemudian dimasukkan ke dalamkuadran yang menunjukkan apakahke 28 Kecamatan yang berada diKabupaten Bojonegoro masuk kedalam kuadran 1 cepat maju dancepat tumbuh, atau kuadran 2berkembang cepat, atau kuadran 3maju tetapi tertekan, atau kuadran 4relative tertinggal.Dari analisa tipologi klassonmenunjukkan bahwa adanyaperbedaan PDRB dan lajupertumbuhan diantara empat desayang diteliti. Berdasarkan uraian
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tersebut, maka dapat diambilkesimpulan bahwa program AlokasiDana Desa yang sudah dilaksanakanselama tiga tahun yaitu dari tahun2017 hingga tahun 2019 belummemberikan dampak positif, yangtergambar dalam besarnya IndeksWilliamson yang masih tinggiwalaupun mengalami penurunan daritahun ke tahun tetapi besarnyaindeks tetap mendekati angka 1 yangberarti cenderung mengalamikesenjangan antar wilayahKecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
E. SIMPULAN DAN SARANDari analisa yang telahdilakukan pada empat desa diKecamatan Sumberejo KabupatenBojonegoro, Jawa Timur Anatara lainadalah a) penyaluran Alokasi DanaDesa di empat desa tersebut belummencapai efektifitas yang optimal.Hal tersebut dapat dilihat dari masihadanya kesenjangan (disparitas)pembangunan ekonomi antar wilayahkecamatan dan cenderung memilikinilai Indeks Williamson dari tahun2014 hingga tahun 2018 mendekatinilai 1 (satu); b) melalui analisa
Klassn Typology dapat diketahuibahwa hasil dari pembangunanekonomi selama tahun 2014 hinggatahun 2018, dari 28 kecamatan diKabupaten Bojonegoro, Jawa Timurhanya beberapa daerah yangtermasuk dalam kategori daerahcepat maju dan cepat tumbuh. AlokasiDana Desa yang diharapkan sebagaipenggerak ekonomi Desa yangmendukung ekonomi Kecamatanmasih belum dapat mengangkat ke 28

kecamatan tersebut menuju daerahcepat maju dan cepat tumbuh.
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